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PUTUSA AN

NOMOR :43/ Pdt .G / 2017/ PN.Amp
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada

tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan
antara:
PENGGGUGAT: Jenis kelamin perempuan, umur 34tahun, tempat tanggal lahir
Nongan,2Maret 1982, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga,Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal
di , Kabupaten Karangasem dalam hal ini memberi kuasa
kepada Ni Nyoman Suparni, SH advokat yang berkantor di BTN
Nirmala Sari, Blok C No. 12, Lingkungan Jasri, Kelurahan
Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem,
selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;
LAWAN
TERGUGAT:Jenis kelamin Laki-laki, Umur 36 tahun, tempat tanggal lahir
Nongan,10April1980, Agama Hindu,Pekerjaan Buruh  Tani,
Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di , Kabupaten
Karangasem, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca segala surat - surat dalam perkara ini ;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal6Maret 2017
yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada
tanggal 7Maret2017 dalam Register Nomor : 43/Pdt.G/2017/PN.Amp, telah mengajukan
gugatan sebagai berikut :
1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan
secara sah dengan tata cara adat bali Menurut Agama Hindu pada tanggal 30
Juni 2004 bertempat di , Kabupaten Karangasem yang dilangsungkan dihadapan
Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Made Sukra sebagaimana
tertuang dalam Surat Keterangan Perkawinan dengan nomor: 140/157/Pem
Tertanggal 13 Februari 2017,
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang
anak yang bernama:
--- ANAK | PENGGUGAT TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan,
Tempat/tanggal Lahir,Nongan,25-12-2004. Umur 12 Tahun, sesuai Surat
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Keterangan Lahir dengan Nomor:140/189/Pem tertanggal 13 Februari 2017

--- ANAK 1l PENGGUGAT TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan,
Tempat/tanggal Lahir,Nongan,03-11-2008. Umur 8 Tahun, sesuai Surat
Keterangan Lahir dengan Nomor:140/188/Pem tertanggal 13 Februari
2017,

--- ANAK Il PENGGUGAT TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan,
Tempat/tanggal Lahir Nongan,14-07-2012. Umur 4 Tahun, sesuai Surat
Keterangan Lahir dengan Nomor:140/157/Pem tertanggal 13 Februari
2017,

Saat ini anak —anak tersebut diasuh dan dirawat oleh pihak penggugat;

--- ANAK IV PENGGUGAT TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan,
Tempat/tanggal Lahir Nongan,22-12-2014. Umur 2 Tahun, sesuai Surat
Keterangan Lahir dengan Nomor:140/156/Pem tertanggal 13 Februari
2017,

Saat ini anak —anak tersebut diasuh dan dirawat oleh pihak penggugat;

3. Bahwa setelah penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan Menurut
agama hindu, Penggugat ikut suami tinggal di Br Dinas Ambengan, Desa
Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;

4. Bahwa Pada Awal perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat berjalan sangat harmonis, rukun, dan saling pengertian sebagaimana
layaknya keadaan rumah tangga pada umumnya karena perkawinan didasari oleh
perasaan saling mencintai;

5. Bahwa dalam membina Rumah Tangga Antara Penggugat dengan Tergugat
bejalan seperti biasa, walaupun ada perselisihan-perselisihan kecil, itupun
dianggap sebagai bagian dari lika-liku dalam membina berumah tangga;

6. Bahwa Tergugat mulai memperlihatkan sikap yang berbeda dengan penggugat,
tergugat mulai tidak memperhatikan kebutuhan sehari-hari penggugat bersama
anaknya,kebutuhan yang dimaksud seperti Nafkah secara materi;

7. Bahwa tanpa alasan yang jelas dan kurang dimengerti oleh Penggugat, tergugat
sering meninggalkan penggugat, tergugat jarang pulang kerumah dan
komunikasi layaknya antara suami dan istri mulai tidak berjalan harmonis;

8. Bahwa Melihat sikap Tergugat yang cenderung memperlihatkan sikap melalaikan
kewajibannya sebagai kepala keluarga dalam menghidupi keluarga sehari-hari
membuat perasaan penggugat kecewa apalagi melihat sikap tergugat yang

jarang ada dirumah tanpa alasan yang jelas;
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= 79. Bahwa merasa tidak diperhatikan lagi oleh tergugat,sekitar Tahun 2014

penggugat meninggalkan rumah yang ditempatinya selama ini bersama
tergugat,dan memilih pulang dan tinggal dirumah orang tuanya;

10. Bahwa selama Penggugat tinggal dirumah orang tuanya, tergugat tidak pernah
sama sekali menengok ataupun membujuk penggugat untuk rujuk
kembali,sehingga melihat hal tersebut penggugat memutuskan untuk bercerai
dengan tergugat;

11. Bahwa oleh keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sedemikian
adanya dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana
ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu,” Perkawinan ialah
ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa” sudah tidak terwujud,;

12. Bahwa karena dirasa Kehidupan Rumah tangga antara penggugat dengan
tergugat terdapat ketidakcocokan dan tidak bisa dipulihkan kembali oleh sebab-
sebab yang sudah diuraikan diatas, maka antara penggugat dengan tergugat
sepakat untuk bercerai secara secara adat bali yang dituangkan dalam Surat
Keterangan Cerai tertanggal 15 Februari 2017 yang disaksikan Bendesa Desa
Pekraman Nongan | Gusti Ngurah Wiryanata,l selaku Kelian Banjar Adat
Ambengan, dan diketahui oleh | Wayan Daging,STP Selaku Perbekel;

13. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar
perkawinannya dengan tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan secara
sah dengan tata cara adat baliMenurut Agama Hindu pada tanggal 30 Juni 2004
bertempat di , Kabupaten Karangasem yang dilangsungkan dihadapan Pemuka
Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Made Sukra sebagaimana tertuang
dalam Surat Keterangan Perkawinan dengan nomor: 140/157/Pem Tertanggal 13
Februari 2017, adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur Pasal 38
huruf b Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan
sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Huruf b ‘salah satu pihak
meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak
lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya’ dapat
menjadi pertimbangan penggugat untuk menggugat cerai tergugat;

14. Bahwa oleh karena gugatan penggugat sangat beralasan hukum untuk di
kabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini
haruslah di bebankan ke pada tergugat;
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‘Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Bapak

Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya
memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat
yang dilangsungkan secara sah dengan tata cara adat baliMenurut
Agama Hindu pada tanggal 30 Juni 2004 bertempat di , Kabupaten
Karangasem yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang
bernama Jro Mangku Made Sukra sebagaimana tertuang dalam Surat
Keterangan Perkawinan dengan nomor: 140/157/Pem Tertanggal 13
Februari 2017 adalah Putus Karena Perceraian dengan segala akibat
hukumnya;

3. Menyatakan Hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan penggugat
dengan tergugat yang masih anak-anak / anak yang masih dibawah umur
yang bernama :

--- ANAK | PENGGUGAT TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan,
Tempat/tanggal Lahir,Nongan,25-12-2004. Umur 12 Tahun, sesuai Surat
Keterangan Lahir dengan Nomor:140/189/Pem tertanggal 13 Februari
2017;

--- ANAK Il PENGGUGAT TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan,
Tempat/tanggal Lahir,Nongan,03-11-2008. Umur 8 Tahun, sesuai Surat
Keterangan Lahir dengan Nomor:140/188/Pem tertanggal 13 Februari
2017;

--- ANAK Il PENGGUGAT TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan,
Tempat/tanggal Lahir Nongan,14-07-2012. Umur 4 Tahun, sesuai Surat
Keterangan Lahir dengan Nomor:140/157/Pem tertanggal 13 Februari
2017;

--- ANAK IV PENGGUGAT TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan,
Tempat/tanggal Lahir Nongan,22-12-2014. Umur 2 Tahun, sesuai Surat
Keterangan Lahir dengan Nomor:140/156/Pem tertanggal 13 Februari
2017;
saat ini anak-nak tersebut diasuh dan dirawat oleh Penggugat, sampai
anak-anak bersangkutan mandiri dan bisa menentukan pilihannya sendiri;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan
Salinan Putusan Perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
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Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan

untuk itu ;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini;
Ataupenggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah
datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang
menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,
sebagaimana berita acara persidangan serta relaas panggilan Nomor:
43/Pdt.G/2017/PN.Amp tertanggal 10Maret 2017dan 17Maret 2017 telah dipanggil
secara patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh
sesuatu halangan yang sabh;

Menimbang, berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan, seharusnya sebelum pemeriksaan perkara ini, wajib dimediasikan
terlebih dahulu. Namun dikarenakan Tergugat ataupun kuasanya tidak pernah hadir
dipersidangan, maka pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat
gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan surat - surat bukti berupa :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5107014107790064 atas
nama PENGGGUGAT, tertanggal 17Desember 2012;

2. Bukti P-2 : Fotocopy Surat Keterangan Kawin Nomor : 140/157/Pem, yang
menerangkan telah terjadi perkawinan secara agama Hindu antara
TERGUGATdengan PENGGGUGAT pada tanggal 30 Juni 2004, yang dikeluarkan
oleh Perbekel desa Nongan tertanggal 13Februari 2017,

3. Bukti P-3 : Fotocopy Surat Keterangan Kawin, yang menerangkan telah terjadi
perkawinan secara agama Hindu antara | TERGUGATdengan PENGGGUGAT pada
tanggal 30 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh Bendesa Desa Pakraman Nongan dan
Kelian Banjar Adat Ambengan, tertanggal 13Februari 2017;

4. Bukti P-4 : Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor : 140/189/Pem, yang
menerangkan telah lahir anak pertama dari pasangan suami istri
TERGUGATdengan PENGGGUGAT vyang diberi nama ANAK | PENGGUGAT
TERGUGAT yang lahir pada tanggal 25Desember 2004;

5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor : 140/188/Pem, yang
menerangkan telah lahir anak kedua dari pasangan suami istri TERGUGATdengan
PENGGGUGAT yang diberi nama ANAK Il PENGGUGAT TERGUGAT yang lahir
pada tanggal 3November 2008;
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6. Bukti P-6 : Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor : 140/187/Pem, yang

menerangkan telah lahir anak ketiga dari pasangan suami istri TERGUGATdengan

PENGGGUGAT yang diberi nama ANAK |l PENGGUGAT TERGUGATyang lahir

pada tanggal 14Juli 2012;

7. Bukti P-7 : Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor : 140/186/Pem, yang
menerangkan telah lahir anak keempatdari pasangan suami istri
TERGUGATdengan PENGGGUGAT yang diberi nama ANAK IV PENGGUGAT
TERGUGAT yang lahir pada tanggal 25Desember 2004;

8. Bukti P-8 :Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5107012809090062 dengan Kepala
Keluarga TERGUGAT, tertanggal 10ktober 2013;

9. Bukti P-9: Fotocopy Surat KeteranganCeraiantara TERGUGATdengan
PENGGGUGAT, yang diketahui oleh Bendesa Desa Pakraman Nongan dan Kelian
Banjar Adat Ambengan tertanggal 13Februari2017;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tersebut telah diberi materai
secukupnya dan setelah diteliti ternyata bersesuaian dengan aslinya, semuanya
diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2
(dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
1. Saksil;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah pamanTergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- Bahwa saksi menghadiri pada saat Penggugat dengan Tergugat melangsungkan
pernikahan;

- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 30 Juni 2004 di
rumah Tergugat di , Kabupaten Karangasem;

- Bahwa perkawinan dilakukan secara agama Hindu dan adat bali;

- Bahwa perkawinan tersebut belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten
Karangasem;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak
perempuan yang diberi nama ANAK | PENGGUGAT TERGUGAT, ANAK I
PENGGUGAT TERGUGAT, ANAK Il PENGGUGAT TERGUGAT dan ANAK IV
PENGGUGAT TERGUGAT;

- Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal
dengan Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus
menerus yang disebabkan masalah ekonomi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat pada tanggal 1
Februari 2015;
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- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak

keberatan dan membenarkan;

2. Saksill;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena masih satu dadia dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 30 Juni 2004 di
rumah Tergugat di , Kabupaten Karangasem;

- Bahwa perkawinan dilakukan secara agama Hindu dan adat bali;

- Bahwa perkawinan tersebut belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten
Karangasem;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak
perempuan yang diberi nama ANAK | PENGGUGAT TERGUGAT, ANAK Il
PENGGUGAT TERGUGAT, ANAK Il PENGGUGAT TERGUGATdan ANAK IV
PENGGUGAT TERGUGAT;

- Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal
dengan Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus
menerus yang disebabkan masalah ekonomi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat pada tanggal 1
Februari 2015;

- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak
keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan Penggugat sudah tidak
mengajukan apa - apa lagi, selanjutnya Penggugat mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang
termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian
yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut
diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan bahwa
perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan tidak ada
kecocokan dalam rumah tangga sehingga tidak ada keharmonisan/kerukunan lagi maka
Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus

karena perceraian;
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Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat setelah dipanggil secara patut namun

tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai kuasa
untuk mewakili kepentingannya dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat
Tergugat telah melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat dan dianggap
telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dapat
dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, tetapi terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh
Penggugat haruslah dibuktikan terlebih dahulu sebelum perkara ini diputus tanpa
hadirnya Tergugat (Verstek) ;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang
diajukan oleh Penggugat dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai
berikut :
1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang
melangsungkan perkawinannya pada tanggal 30 Juni2004 di rumah Tergugat
di , Kabupaten Karangasem, secara agama hindu dan adat Bali;
Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum memiliki Akta Perkawinan;
Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang
anak perempuan yang diberi nama ANAK | PENGGUGAT TERGUGAT, ANAK
I PENGGUGAT TERGUGAT, ANAK Il PENGGUGAT TERGUGATdan ANAK
IV PENGGUGAT TERGUGAT;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisahdan telah
dikeluarkan Surat Keterangan Perceraian yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar
Adat Ambengan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu
mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat telah
terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974
menyebutkan;

1. Ayat (1) : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu;

2. Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, maka syarat
yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan tersebut sah adalah, apabila suatu
perkawinan itu telah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya;

Menimbang, bahwa tata cara perkawinan Agama Hindu dilaksanakan dengan
serangkaian upacara yang merupakan suatu bentuk pengesahan dimana acara dan
upakaranya mewujudkan terlaksananya Tri Upasaksi yang dalam Agama Hindu istilah

ini meliputi tiga hal yakni:
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1. Adanya sesajen yang diayab (dihaturkan) dan diletakkan di bawah (bia-kaonan,

pekalan-kalaan, padengen-dengenan dan sebagainya selaku perlambang Bhuta
Saksi;

2. Acara yang pelik itu dihadiri oleh masyarakat, dimana Prajuru (aparat) selaku
wakilnya, sebagai Manusa Saksi;

3. Adanya sesajen yang dihaturkan ke Surya dan Pamrajan/Sanggah (Pura
Keluarga), serta yang bersangkutan melaksanakan persembahyangan sebagai
perwujudan Dewa Saksi(Kaler, | Gusti Ketut, Butir-Butir Tercecer Tentang
Adat Bali 2, Kayumas Agung, Bali, Cet.ll, 1994,hal.120);

Menimbang, bahwa bukti P.2merupakan Surat Keterangan Kawin yang
dikeluarkan oleh Perbekel Desa Nongan yang menyatakan bahwa TERGUGAT dan
PENGGGUGAT adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Hindu
pada tanggal30Juni2004di , Kabupaten Karangasem;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya
menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan
upacara perkawinan secara agama Hindu yang didalamnya terdapat prosesi mekala-
kalaan serta dihadiri oleh Prajuru Adat Telutug, begitu pula dengan keterangan saksi-
saksi yang menerangkan pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di rumah Tergugat pada tanggal
30Juni 2004di , Kabupaten Karangasem;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di atas, ternyata upacara
Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara Agama
Hindu, sehingga telah memenuhi syarat sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2
ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai tidak dicatatkannya perkawinan antara Penggugat
dan Tergugat pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem,
Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974
yang menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang
berlaku”. Mengenai permasalahan tersebut, dalam penjelasan umum angka 4 huruf b
UU No.1 Tahun 1974 menyatakan, “......... bahwa suatu perkawinan adalah sah
bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,
dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan
pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran,
kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat
dalam daftar pencatatan.” Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pencatatan

perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan.
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‘Pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan

perundang-undangan, sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwva penting
lainnya, misalnya kelahiran atau kematian;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum yang didasarkan pada ketentuan
peraturan perundang-undangan, hukum adat dan Agama Hindu di Bali, jika ditinjau dari
sudut pandang sosiologis Majelis Hakim berpendapat bahwa jika suatu perkawinan
yang telah dilaksanakan dengan tata cara Agama Hindu seperti fakta yang terungkap
dalam perkara ini dianggap tidak sah, oleh karena tidak dilakukannya sebuah tindakan
administratif berupa pencatatan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, akan
menimbulkan dampak sosial yang sangat luas bagi masyarakat, khususnya yang
menganut agama Hindu karena masih banyak dalam masyarakat Hindu di Bali dijumpai
perkawinan mereka hanya dilaksanakan menurut hukum agama tanpa dicatat di Kantor
Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa dampak sosial yang akan timbul akibat dari perkawinan yang
dilakukan menurut hukum agama yang dianggap tidak sah jika tidak dicatatkan di
Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil adalah menyangkut anak yang
dilahirkan dari perkawinan tersebut dan juga status dari si wanita akan tidak pasti di
dalam lingkungan hukum adatnya yang berpotensi menimbulkan konflik antar
masyarakat adat di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang
dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 30Juni 2004di , Kabupaten
Karangasem adalah sah, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 patut untuk
dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup
alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi diperoleh fakta-fakta antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcokan/pertengkaran karena masalah
ekonomi dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-undang No.1
tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan
lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan makna perkawinan tersebut diatas,
unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah “ikatan lahir bathin” antara suami
dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan

memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila
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~ “ikatan lahir bathin” tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri

telah hilang pula, sudah tidak ada lagi. Sehingga ikatan perkawinan telah hilang
maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan
sebagaimana yang diuraikan di atas antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
percekcokan yang terus menerusdan antara Penggugat dengan Tergugat telah
bercerai secara adat pada tanggal 1Februari 2015. Dalam hal ini Majelis Hakim tidak
melihat adanya itikad dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya.
Dan selama dipersidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal
secara terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim menilai terdapat
cukup hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang
harmonis sebagai layaknya suami istri karena tidak adanya saling pengertian diantara
Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis karena terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga, adalah termasuk kedalam  alasan-alasan
perceraian dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975
tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa setelah diundangkannya UU No.1 Tahun 1974 tidak ada
lembaga lain yang berwenang untuk memutuskan sebuah perkawinan putus karena
perceraian selain Pengadilan, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2
yang menuntut agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena
perceraian sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tuntutan Penggugat agar
perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dalam petitum
gugatan keduapatut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3Penggugat mengajukan
permohonan hak asuh anak, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan posita juga
petitum gugatan dan keterangan saksi-saksi anak-anak hasil perkawinan Penggugat
dengan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung, maka
Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya hak asuh anak diberikan kepada
Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (1) dan (2), menentukan bahwa
kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-
baiknya dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak tersebut kawinatau dapat
berdiri sendiri dan tetap berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua

putus. Berdasarkan hal tersebut maka meskipun perkawinan antara Penggugat dengan
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~ Tergugat telah putus karena perceraian dan hak asuh atas anak mereka diberikan

kepada Penggugat, tidaklah memutuskan kewajiban dari Tergugat sebagai ayah dari
anak tersebut untuk memelihara dan mendidik anak tersebut sampai mereka dapat
berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa walaupun  pengasuhan terhadap anakPenggugat dan
Tergugat ada dalam pengasuhanPenggugat, maka tidak dibenarkan bagi Penggugat
atau pihak manapun juga untuk melakukan tindakan yang menghalang-halangi
Tergugat sebagai ayahnya untuk setiap saat bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka petitum gugatan
Penggugat angka 3 patut untuk dikabulkan dengan ketentuan bahwa meskipun anak
Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat sampai anak tersebut
dewasa dan dapat berdiri sendiri, Tergugat setiap saat dapat memberikan perhatian
maupun kasih sayangnya terhadap anak tersebut tanpa halangan siapa pun;

Menimbang, mengenai petitum angka 4 yang memerintahkan kepada Penggugat
dan Tergugat untuk melaporkansalinan putusan ini kepada Kantor Dinas Catatan Sipil
Kabupaten Karangasem maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut
berdasarkan fakta dipersidangan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak
pernah di daftarkan ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem,
maka permohonan Penggugat sudah patut untuk tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas gugatan
Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan
walaupun telah dipanggil secara patut, maka berdasarkan pasal 149 Rbg gugatan
Penggugat dapat dikabulkan sebagian tanpa hadirnya Tergugat dengan verstek (bij
verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka
kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal 149 Rbg, ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan,Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lainnya yang

bersangkutan ;

MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara
patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan “Verstek”;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang

dilangsungkan dengan agama Hindu dan Adat Balibertempat dirumah Tergugat di
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,Kabupaten Karangasempada tanggal 30Juni 2004yang dipuput oleh Jro Mangku

Made Sukraadalah sah dan putus karena perceraian;

4. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama ANAK | PENGGUGAT TERGUGAT,
ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT, ANAK Il PENGGUGAT TERGUGATdan
ANAK IV PENGGUGAT TERGUGAT berada dalam asuhan Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 516.000,- (lima
ratus enam belas ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Amlapura pada hari: Selasa, tanggal : 25April 2017, oleh kami :
NIMADE KUSHANDARI, SH.,sebagai Hakim Ketua Majelis, | GUSTI AYU KHARINA
YULI ASTITI, SH. danLIA PUJI ASTUTI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan diucapkan pada hari: Kamis, tanggal : 27April 2017dalam persidangan yang
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-
Hakim Anggota tersebut, dibantu NI NYOMAN SARININGSIH, SHsebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,
TTD TTD
| GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, SH.NI MADE KUSHANDARI, SH.
TTD
LIA PUJI ASTUTI, SH.
Panitera Pengganti,

TTD

NI NYOMAN SARININGSIH, SH
Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000;
2. Biaya Proses Perkara ......... Rp. 50.000;
3. Biaya Panggilan.................... Rp375.000;
4. Biaya Sumpah................... Rp 50.000;
5. Biaya Materai ..........ccccconee. Rp. 6.000;
6. Biaya Redaksi Perkara......... Rp. 5.000;
7. Total Biaya ......cccccecvvvveernnen. Rp.516.000;

(lima ratus enam belas ribu Rupiah)
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